Penerimaan Pajak Gorontalo Capai Rp 802,66 M

https://gorontalopost.id/2022/01/03/penerimaan-pajak-gorontalo-capai-rp-80266-m/

Gorontalo Post — Di tengah pandemi Covid-19 perolehan pajak di Provinsi Gorontalo melampaui target,
dan meningkat dari tahun 2020. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo mencatat, berhasil
menghimpun penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 802,66 miliar, atau 110,73% dari target Rp724,88

miliar.

Kepala KPP Pratama Gorontalo, Suyono, menyebutkan, penerimaan pajak tahun ini tumbuh 17,78%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. “Sebuah capaian yang sangat menggembirakan buat KPP
Pratama karena berhasil mengukir prestasi di tengah pandemi Covid-19,”ujar Suyono, dalam keterangan
pers yang diterima Gorontalo Post, Sabtu (1/1) Selain itu, lanjut Suyono, realisasi kepatuhan penyampaian
Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan di Gorontalo, juga berhasil mencapai 122,51% atau sebanyak 52.678
SPT dari target 43.000 SPT.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) Provinsi, Walikota/Bupati dan jajaran Forkopimda Kabupaten/Kota, Pimpinan Instansi
Vertikal, dan seluruh stakeholders, terutama kepada wajib pajak di wilayah Provinsi Gorontalo yang telah
berkontribusi dalam merealisasikan penerimaan pajak tahun ini,”ujarnya. Selanjutnya, kata Suyono,
pihaknya berharap seluruh wajib pajak untuk selalu menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan
melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2021 lebih awal di tahun 2022 ini. “Kesadaran dan kepatuhan wajib
pajak sangat bermanfaat untuk keberlangsungan pembangungan negara kita, khususnya di wilayah Provinsi

Gorontalo,” ujarnya.
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Selanjutnya, kata Suyono, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan
pemulihan perekonomian, DPR-RI telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan tujuan untuk mengoptimalkan
penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum,
melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak,

serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Beberapa poin penting dalam UU HPP adalah penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi, perubahan
tarif dan bracket PPh Orang Pribadi, tidak dikenakannya pajak untuk orang pribadi pengusaha dengan
peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun, kenaikan tarif PPN menjadi 11%, pengenaan pajak karbon,

dan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

PPS berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 30 Juni 2022. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib
pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela
melalui: pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum
sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty); dan pembayaran Pajak
Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak
Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

“Pada tahun 2022, Indonesia masih dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang juga menjadi
tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Gorontalo dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2022

yang makin tinggi. KPP Pratama Gorontalo berkomitmen untuk meralisasikannya,” pungkas Suyono.

Sumber Berita: Gorontalo Post, Penerimaan Pajak Gorontalo Capai Rp 802,66 M
<https://gorontalopost.id/2022/01/03/penerimaan-pajak-gorontalo-capai-rp-80266-m/ > [diakses pada
14 Januari 2022].

Catatan:

1. pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

a) pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
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berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b) pasal 1 angka 45 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

c) pasal 1 angka 46 menyatakan bahwa Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

a) pasal 2 angka 1 huruf a menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor
induk kependudukan.

b) pasal 5 angka 1 menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum
atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum

menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

Catatan Berita/Engelien Kandou /UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2022 3



